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Abstrak. UPK-BKM di wilayah kecamatan Pecangaan mengalami permasalahan Non-Performing Loan
(NPL) yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan (1) Penyaluran pinjaman dilakukan
secara peer-to-peer lending oleh ketua koordinator dengan ketua Kelompok Swadaya Mandiri (KSM)
sehingga tidak transparan (2) Penanganan pinjaman dilakukan sentralistik tanpa melibatkan peran masing-
masing pengurus (3) Lemahnya sistem Kolektibilitas kredit. (4) Tidak mempunyai tata kelola risiko yang
baik. Metode pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan Inhouse Training, pendampingan pembuatan
Standar Operation and Procedure (SOP) dan Risk Mapping untuk merubah pola kerja perguliran dana yang
terkonstruk sejak lama dengan pola perguliran dana yang baru dengan transparansi melalui center-meeting
pada saat pencairan dana serta memasukan unsur Mubadalah atau saling melengkapi atau menggantikan
antara suami atau istri ataupun penjamin pada penyaluranya atau penerimaan dana. Kegiatan pendampingan
lapangan penanganan perguliran dana yang terlanjur macet (NPL existing) melalui pola rescheduling,
reconditioning, restructuring, refinancing. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama delapan bulan dengan
hasil berupa penambahan perguliran macet baru sebesar 0%.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro; NPL; UPK-BKM.

Abstract. UPK-BKM in the Pecangaan sub-district area is encounter tremendous non-performing Non-
Performing Loan (NPL) volumes. This is due to problems (1) Loan distribution is carried out peer-to-peer
lending by the head of the coordinator with the head of the Independent Self-Help Group (KSM) that is
making lending distribution not transparent (2) Loan handling is carried out centrally without involving the
role of each administrator (3) Weak credit collectibility system. (4) Needing good Risk Management. The
method of implementing the service is carried out with In-house Training, assistance in creating Standard
Operations and Procedures (SOP), and Risk Mapping to change the workflow of fund lending which has
been constructed for a long time with a new fund lending flow with transparency through center-meeting at
the time of disbursement of funds and including elements of Mubadala is it complement or replace each
other between husband or wife or guarantor in the distribution or receipt of funds. Field assistance activities
for handling the circulation of funds that are already stuck (existing NPL) through rescheduling,
reconditioning, restructuring, and refinancing models. This activity was carried out for eight months with
results in the form of an increase in new Non-Performing Financing (NPL) weighted 0%.
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1. PENDAHULUAN

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah institusi lokal yang dibentuk melalui
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang didesain sebagai institusi
sukarela. sehingga proses dan pembentukannya tidak banyak dipengaruhi oleh pemerintah (Hazmi
& Mubarok, 2019) apabila dibandingkan dengan program pemerintah yang lainya, program ini
lebih kental dengan nuansa pendekatan kultural. BKM adalah organisasi yang menjembatani
antara negara dengan masyarakat sipil (Yumasdaleni & Jakimow, 2017). Tujuan BKM adalah
membangun modal sosial (social capital) dengan menumbuhkan kembali nilai - nilai
kemanusiaan, ikatan - ikatan sosial dan menggalang solidaritas bersama masyarakat untuk saling
bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan memperkuat
keswadayaan masyarakat yang berarti setiap keuantunganya juga untuk masyarakat (Mubarak,
2010). Hal tersebut sangat kontras dengan BUMDes yang dimiliki oleh pemerintah desa serta
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

BKM di deskripsikan sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berbentuk
paguyuban dengan kedudukan sebagai pimpinan Kkolektif ditingkat desa/kelurahan, BKM
memfasilitasi representasi melalui perwakilan yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui
pemilihan dan bersandar pada keputusan tertinggi yang diambil oleh anggotanya BKM juga perlu
memastikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang
kondusif. BKM merrupakan institusi warga yang kemunculannya di masyarakat dimaksudkan
sebagai organisasi yang berpihak membantu kebutuhan masyarakat. BKM merupakan suatu entitas
masyarakat yang berstruktur sebagai paguyuban, dengan kepemimpinan kolektif di tingkat desa
atau kelurahan. Fungsi BKM sebagai organisasi masyarakat adalah menyampaikan inisiatif
pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat kepada mereka yang memerlukan, dengan
pendekatan partisipatif. BKM secara khusus bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan
pada umumnya berperan dalam memajukan pembangunan di tingkat desa ataupun kelurahan.
Didalamnya terdapat beberapa unit sesuai pengelolaanya. Unit Pelayanan Lingkungan (UPL)
menangani permasalahan lingkungan, Unit Pelayanan Sosial (UPS) melayani permasalahan sosial
dan Unit Pelayanan Keuangan (UPK) Menangani kebutuhan pelayanan keuangan mikro (Hanifah
et al., 2022; Wijayanti et al., 2014)

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKM dilakukan berjangka
menengah dan panjang, berkesinambungan, dan utuh. Secara nasional beberapa hasil penelitian
telah membuktikan pengaruh secara signifikan kegiatan BKM terhadap peningkatan pendapatan
dari penduduk desa dan kesempatan kerja dari penduduk desa (Wibowo & Wanusmawatie, 2015).
BKM melalui Unit Pelayanan Keuangan (UPK) memberikan pelayanan keuangan dalam skala
mikro berbentuk perguliran pinjaman berkelompok (Hanifah et al., 2022) Masyarakat yang
membutuhkan pendanaan usahanya membentuk Kelompok Swadaya Mandiri (KSM) dengan
jumlah minimal 5 Orang maksimal 20 Orang dapat mengajukan pendanaan usahanya. Oleh
karenanya UPK-BKM juga termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Secara umum
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat berbentuk unit mikro bank, BPR/BPRS, Koperasi
Simpan Pinjam maupun lembaga lainya yang memberikan pelayanan keuangan dalam skala mikro
yang tidak hanya mengejar keuntungan belaka namun juga memberikan pendampingan usaha
(Hazmi & Ansori, 2016; Hazmi & Nafisah, 2021). Beberapa penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan keuangan mikro mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui
area kegiatanya yang meluas tidak hanya kredit mikro tetapi sampai tabungan mikro, asuransi
mikro, pengiriman uang dan pembayaran lainnya (Brau et al., 2009; Lgnborg & Rasmussen, 2014;
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Rokhim et al., 2016; Rokhman, 2013), LKM juga mampu menurunkan kesenjangan pendapatan
(Miled et al., 2022).

Microfinance mampu melayani masyarakat yang tidak terlayani perbankan (Matt D’ Angelo,
2022). Memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan (Dahal & Fiala, 2020; Hermes &
Lensink, 2011; Kabir, 2010; Kashif et al., 2011; Khaki & Sangmi, 2017; Miled et al., 2022; Miled
& Rejeb, 2015; Solarin, 2021). Berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan (Ferdousi, 2015)
mengurangi kemiskinan di pedesaan. Norma et al, (2010) membantu masyarakat marjinal dan
rentan. Ullah & Khan (2017) berdampak positif pada peningkatan peran perempuan dalam akses
keuangan dan sosial. Hazmi & Nafisah (2021); Nawawi et al. (2022); Othman (2015); Sanyal,
(2019) meningkatkan perempuan berwirausaha. (Babajide et al., 2017; Degermen Erenkol et al.,
2015), meningkatkan kesetaraan gender. Owusu-Danso (2015) serta meningkatkan inklusi
keuangan (Ginanjar & Kassim, 2021) mampu malayani semua segmen sosial sehingga kemiskinan
bisa lebih mudah diperangi (Bishwakarma, 2017; Ginanjar, 2015; Othman, 2015; Sarker, 2013;
Tran & De Koker, 2019) serta meningkatkan literasi digital (Mushtag & Bruneau, 2019).

Pendapatan peminjam, di Indonesia pendapatan meningkat 12,9% vs 3% (non-peminjam),
Bangladesh: 29,3% vs 22% (non-peminjam), Sri-Lanka: 15,6% vs. 9% (bukan peminjam) dan di
India 46% vs. 24% (bukan peminjam) (Addury, 2019). Meningkatkan kemampuan rumah tangga
untuk mempertahankan kesejahteraan jangka panjangnya (Rantetana, 2011). Meningkatkan
kondisi gizi anak yang lebih baik (Rantetana, 2011). Tambahan modal yang didapat dari pinjaman
lunak membuat bisnis beroperasi lebih efisien. Secara umum, usaha mikro yang menerima jasa
keuangan mengalami peningkatan pendapatan per bulan secara signifikan rata-rata sebesar 87,34%
(Syukur, 2002).

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah seluruh BKM diwilayah kecamatan
Pecangaan Jepara. Kondisi mitra pengabdian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di setiap
desa di kecamatan Pecangaan mempunyai 3 unit pelayanan. Unit tersebut dapat dirinci (i) Unit
Pelayanan Lingkungan (UPL)) yang berfokus untuk memberikan pelayanan perbaikan linkungan
hidup (ii) Unit Pelayanan Sosial (UPS) memberikan pelayanan sosial dengan memberikan bantuan
sosial kepada masyarakat di wilayah desanya masing-masing. (iii) Unit Pelayanan Keuangan
(UPK) adalah unit memberikan Pelayanan Keuangan berupa simpan pinjam dalam bentuk Group
Lending. Di awal pembentukanya BKM adalah hasil dari P2KP ( Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan ) yang masuk tahun 2000, kemudian dilanjutkan PNPM - MP ( Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan ) hingga saat ini BKM berada dibawah
program “Kotaku” Kota Tanpa Kumuh. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Dikarenakan perubahan kebijakan support pendanaan tersentral melalui dana desa maka
dukungan pendanaan UPL dan UPS menurun drastis jumlahnya dan dalam beberapa tahun terakhir
sama sekali tidak ada pendanaan dari pemerintah pusat. support dana UPL dan UPS diambil dari
kegiatan UPK yang terus berjalan dan menghasilkan laba. 10% laba tahunan dialokasikan untuk
UPL dan 10% lagi dialokasikan untuk UPS, 30% untuk kegiatan forum tertinggi BKM yaitu
Rembug Warga Tahunan dan pembagian bingkisan untuk anggota dan 50% dialokasikan untuk
pemupukan laba. Menurunya perhatian dari pemerintah tersebut menyebabkan 90% BKM menjadi
terbengkalai programnya dan aset masyarakat menjadi musnah tak bersisa. Musnahnya aset BKM
berarti musnah pula aset masyarakat.
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Gambar 1 Profil mitra kegiatan pencairan & rembug warga tahunan (RWT) BKM

Terdapat 12 Desa di Kecamatan Pecangaan Jepara yang berarti terdapat 12 BKM dan UPK
nya di setiap wilayah di Kecamatan Pecangaan. Pada wilayah kecamatan di kelola oleh Fasilitator
di tingkat Kecamatan namun tidak terorganisir menjadi satu kesatuan, sehingga masing-masing
BKM berjalan secara mandiri meskipun bisa saling mendukung sebagai sesama organisasi yang
mempunyai kegiatan serupa. Kondisi aset pada masing-masing UPK-BKM di wilayah kecamatan
Pecangaan Jepara bermacam-macam, Meskipun dengan tata kelola yang sama namun kemampuan
pengurus di masing-masing disetiap desa tidak sama. pada tabel berikut dijelaskan kondisi dari
UPK-BKM di wilayah desa masing-masing di Kecamatan Pecangaan Jepara;

Tabel 1. Data BKM tahun 2022 Kecamatan Pecangaan

Nama Desa Luas Kondisi Laporan Aset Laba Ketua
Wilayah BKM Terakhir Terakhir

Gerdu 1,532 Non Aktif 2018 - - Ulin Nuha

Krasak 2,627 Non Aktif 2018 - - Alimin Arhab

Karangrandu 4,171 Non Aktif 2019 40.000.000 - Mustain

Kaliombo 3,014 Non Aktif 2018 - - Maslikan

Ngeling 3,755 Non Aktif 2018 - - Suroso

Troso 7,176  Non Aktif 2018 - - HRifai

Pecangaan Kulon 2,228 Aktif 2022  279.069.937 25.597.631 Moch Sholikhin,
S.Ag

Pecangaan Wetan 1,188 Aktif 2022  262.019.996 10.930.826 Drs H Zaenal
Arifin

Lebuawu 1,662 Non Aktif 2017 20.000.000 - Tafrikan

Pulodarat 2,571 Non Aktif 2018 - - Gunardi

Gemulung 2,468 Non Aktif 2017 - - Arifin

Rengging 4,683 Non Aktif 2017 43.000.000 - Subhan

Pecangaan 37,075 644.089.933
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Kegiatan pengabdian ini menjadi penting dikarenakan kegiatan pengabdian ini akan
membantu menjaga aset negara yang dihibahkan kepada masyarakat agar terus berjalan
memberikan manfaat bagi masyarakat. dari 14 BKM di Kecamatan Pecangaan hanya terdapat 2
BKM yang masih aktif kegiatanya sebagaimana terlihat pada gambar 1 dan menjalani proses
pelaporan keuangan dan audit keuangan tahunan-nya sampai tahun 2022 sebagaimana tabel 1 serta
asetnya secara apple to apple terus berkembang disamping memberikan bantuan untuk perbaikan
lingkungan dan bantuan sosial kepada masyarakat. Oleh karenanya area kegiatan pengabdian ini
berada di BKM 2 Desa di wilayah Kecamatan Pecangaan yaitu BKM Ungguljaya Desa Pecangaan
Kulon dan BKM Budi Luhur Mandiri Desa Pecangaan Wetan.

Tabel 2. Kondisi existing UPK-BKM

No  Aspek Bisnis  Kondisi Existing Mitra

1. Keuangan Unit Pelayanan Keuangan UPK-BKM mengandalakan pendanaan dari sektor
internal berupa tabungan dari anggotanya. Setelah lepas dari pantauan pemerintah

positioning BKM semakin melemah dan cenderung dihindari oleh perbankan

Perguliran dana dilakukan secara sederhana tanpa Standart Operasional yang jelas

sehingga rentan Fraud sebagai penyebab terjadinya non Performing Financing

Persentase pembiayaan bermasalah Persentase kredit bermasalah BKM

Ungguljaya Sebesar 30-40% disetiap UPK-BKM

2. Pelayanan Perlindungan terhadap simpanan anggota rendah karena tidak diawasi secara ketat

oleh institusi tertentu.
Memberikan pelayanan keuangan mikro kepada anggotanya

Mengakar kuat di masyarakat namun SDM kurang terlatih dalam hal pengelolaan

keuangan
3. Sumber Daya Bersifat volunter dan kerja sosial sehingga kesulitan mendapatkan sumberdaya
Manusia manusia yang handal dikarenakan tidak adanya imbalan yang layak
4, Keanggotaan  Sebagian Besar anggotanya adalah masyarakat di wilayahnya

70% anggota merupakan perempuan namun hanya 5% perempuan menjadi

pengurus BKM
Pengurus dan pengelola berasal dari warga setempat

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi UPK-BKM mempunyai kemiripan dengan
dengan lembaga keuangan mikro jenis lainya dapat disimpulkan pada tabel 2 diatas.

2. METODE

Metode yang digunakan menggunakan metode Asset Based Community Service (ABCD).
Pendekatan tersebut adalah salah satu metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat, prinsip
pendekatan ABCD adalah bahwa semuanya mengarah kepada konteks pemahaman dan
internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaannya secara mandiri dan maksimal. Mitra
(Pengurus dan pengelolanya) diajak untuk mengenali serta diarahkan untuk ikut menggali
partisipasi yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui metode
Asset-Based Community Development ABCD tim pengabdian mengajak mitra untuk memahami
potensi dan kekuatan yang dimilikinya untuk kemudian memberdayakanya membuat saluran
partisipasi dari masing-masing stakeholder. Berdasarkan bentuk pelaksanaan dalam partisipasi,
dibagi menjadi 4 jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam
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pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam evaluasi (Kalesaran et al.,
2015)

Solusi yang dilakukan adalah dengan memberdayakan semua potensi yang dimiliki
khususnya man-power pengurus inti BKM dan UPK untuk menyadari potensi masing-masing
Semua Punya Potensi (Nobody Has Nothing) laki-laki, perempuan, miskin, kaya semuanya dari
setiap anggota akan dipacu untuk memberikan berkontribusi terhadap perubahan ke arah yang
lebih baik serta membalikkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan
dan keberkahan. Melalui model pelatihan VCT (Value Clarification Technique) atau teknik
mengklarifikasi nilai. Seluruh pengelola dan pengurus akan dituntut untuk jeli melihat potensi dari
masing-masing anggota pengelola dan pengurus kemudian bersedia untuk saling membuka ruang
saling mengembangkan diri berkontribusi bagi organisasi.

Partisipasi dilakukan secara Vertikal dan dilakukan secara Horizontal artinya masing-masing
anggota pengelola dan pengurus untuk saling menyadari posisi masing-masing antara pimpinan
dengan bawahan secara vertikal bisa berempati satu dengan yang lain, serta antar anggota mampu
berpartisipasi bersama-sama untuk mengembangkan dan memperkuat organisasi. Partisipasi juga
akan diarahkan mengalir dan dapat dilakukan secara langsung anggota sumberdaya manusia mitra
secara langsung dengan berbagai kontribusi langkah dan kegiatan yang secara langsung berguna
bagi organisasi, dan Partisipasi tidak langsung dengan memberikan support dan dukungan moral
bagi keberlangsungan organisasi. Beberapa anggota adalah PNS, Pamong desa, ketua RT dan RW.
Para anggota tersebut akan diarahkan memberikan kontribusi secara tidak langsung.

Metode penanganan perguliran dana bermasalah dilakukan dengan melakukan (a) Revitalisasi
pinjaman (Hazmi et al., 2011) dengan cara Rescheduling (Mengatur ulang jadwal pembayaran
angsuran), Reconditioning (Mengatur ulang persyaratan perguliran dana), Restructuring (
Mengatur ulang struktur perguliran dana) dan Refinancing (Melakukan perguliran baru)Melakukan
perubahan sistem perguliran dana, (b) Melakukan perubahan alur kerja perguliran dana dengan
membantu pelaksanaan pembuatan Standart Operating Procedure (SOP) dan Risk Mapping
dengan memasukkan unsur keadilan jender Gender Equity

Cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan partisipasi anggota laki-laki dan anggota
perempuan untuk bisa saling menggantikan dalam pencairan dana diharapkan akan meningkatkan
transparansi pengelolaan keuangan dalam keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga
sebagai hasil pemanfaatan dana pencairan secara efektif dan bertanggung jawab dalam keluarga
hal tersebut juga meningkatkan partisipasi perempuan dikarenakan budaya patriarki didalam
masyarakat yang memprioritaskan anggota keluarga laki-laki untuk berurusan dengan lembaga
keuangan dengan alasan laki-laki dianggap lebih kuat dalam berurusan dengan lembaga keuangan.
Perempuan di banyak negara sering diabaikan dan menjadi peminjam kelas dua setelah laki-laki
(Arunachalam, 2007). Keterlibatan pasangan saling mengetahui terutama partisipasi perempuan
akan berdampak terjadinya transparansi dan tanggungjawab dalam keluarga anggota individu
penerima manfaat pendanaan kredit karena suami istri bisa saling mengetahui dan bisa saling
menggantikan dalam pertemuan pencairan dana kredit.

Penanganan kredit Bermasalah tersebut bersifat secara preventif dilakukan dengan melakukan
perubahan pada kegiatan pra pencairan yaitu bagaimana metode persetujuan perguliran dana
dilakukan dan bagaimana prosedur pengajuan ulang perguliran yang telah lunas. Hal tersebut
kemudian dibakukan menjadi Standart Operating Prosedur (SOP) gambar 5 kemudian akan
disepakati dan ditaati bersama. Oleh pengelola, petugas dan individu penerima manfaat dana
BKM. Dengan melakukan langkah preventif yang efektif maka dampaknya adalah naiknya
perguliran yang lancar atas kredit Bermasalah, apabila hal tersebut diikuti dengan ditahan atau
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dikuranginya perguliran bermasalah existing maka persentase perguliran bermasalah dengan lancar
akan semakin menurun secara bertahap.

Penyusunan SOP dan Risk Mapping

KSM Adalah Kelompok

Swadaya Mandiri yang

Pembentukan KSM dan Permohonan Dana |

L — dibentuk masyarakat
Pengumpulan Berkas Persyaratan KTP dan KK | Beranggotakan 1020

¥

‘

| Proposa.l Pencairan |

¥ KSM Menolak atau
’—.‘ Pertemuan Seluruh Angpota KSM | i 1k
terJa 1 permas an

Tidek Lengkap

Semua anggpota kelompok hadir Lengkap™ &

Tanda Tangan

“Kehsadiran dapsat dihadin suami
atau istri salingmenggantikan

Pencairan

Bagan 1. Prosedur (SOP) yang diajukan

Selain digunakan untuk melakukan panduan pencairan SOP pencairan juga akan digunakan
guna merubah peraturan kaku dimana kelompok harus perempuan semua atau laki-laki semua.
Melalui SOP Gambar 5 organisasi diharapkan bersedia berkontribusi membuka peraturan suami/
istri untuk bisa saling menggantikan dalam menghadiri kegiatan pencairan yang berujung pada
keterbukaan suami istri dalam pengelolaan keuangan. Selain lebih efektif dalam pengelolaan
keuangan keluarga keterbukaan dalam keluarga atas pengelolaan dana kredit yang diterima akan
menjadikan suami dan istri bersedia bersama-sama untuk bertanggungjawab dalam pengembalian
kredit ke BKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inhouse Training

Inhouse training dilakukan pada tanggal 3 Sepetember 2023 di restoran lkan Bakar
Gemulung Kecamatan Pecangaan. Dengan peserta UPK-BKM di wilayah Kecamatan Pecangaan
Jepara. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pemaparan Dr Imron Choeri tentang jalur litigasi
yang bisa ditempuh guna penyelesaian pinjaman macet, kemudian di tahapan kedua dilanjutkan
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dengan pemaparan analisis SWOT oleh Cahyaning Budi Utami, S.Pd., M.A. dan diakhiri dengan
pelatihan penyusunan SOP dan Risk Mapping perguliran dana oleh Faiqul Hazmi, S.E.l., M.E.Sy.

L INHOUSE TRANNG 2 |

'NPL DAN PEMBERDAYAAN PENGURUS BERKEADILAN GENDER

PADA BADAN AYAAN MASYARAKAT
(BKM) DI WILAYA} KECAMAT
PECANGAAN JEPARA i

Tim Pengabdian ;

Faiqul Hazmi, S.E.\., MLESy., Cahyaning Budi Utami, 5.pd,, M.A., Dr Imron Choeri, S.H.1, M.H.
-t Nadia Silfana, Ahmad Bisri Mustofa

Gambar 2. Inhouse training program pengabdian masyarakat

2. Pendampingan Perubahan alur Kerja
a. Penyusunan SOP dan Risk Mapping

BKM sebagai suatu organisasi, perlu membentuk suatu komitmen bersama agar menjadi

maju dan berkembang. Satu hal yang sangat penting dalam organisasi BKM adalah adanya
pedoman dan petunjuk yang terstruktur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing. dan poin penting yang perlu ada adalah SOP dalam penyaluran pinjaman bergulir.
Proses perubahan tata laksana pada perguliran dana dilakukan berikut tata laksananya dimulai
dengan membukukan proses kerja pada SOP, Perubahan ketatalaksanaan pada hakekatnya
diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana perguliran UPK-BKM di wilayah kecamatan
pecangaan yang efektif dan efisien diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi
Standard Operating Procedures (SOP). Penyusunan SOP dan risk mapping dilakukan secara
bersama-sama dengan tujuan untuk memberikan kepastian dalam melakukan pelayanan
perguliran pinjaman. Sedangkan tahapanya adalah sebagaimana berikut ;

Tahap Analisa Permasalahan / Emphatize, Pada tahapan ini dilakukan dengan mengajak
para peserta dari masing BKM untuk memahami permasalahan yang dihadapi dengan cara
mengumpulkan dan menganalisa permasalahan serta peta risiko sehingga dapat memahami
kebutuhan BKM agar dapat menemukan solusi yang tepat.

Preliminary Interview, pada tahapan ini dilakukan di lokasi pengabdian di resto nasuki
dikumpulkan semua perwkilan BKM untuk kemudian menyampaikan masing-masing
permasalahan dan solusi yang bisa perlu dilakukan. Kemudian dilakukan tabulasi dan
cross check antar petugas.

Operational Review, Pada tahapan ini dibukukan dan dibuatkan peta proses aktifitas
kemudian setiap peran ditandai dan diberikan keterangan berikut wewenang dan Tanggung
Jawab dari masing-masing petugas Pada tahapan aktifitas yang berada didalam SOP.
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a 'GJ

Gambar 3. Suasana penyuunan sop dan risk mapping

b. Perubahan Pola Perguliran dana Pinjaman
Berbagai perubahan pola pencairan kelompok dilakukan sebagaimana berikut ;

. b I
A |
, |

Tabel 1. Kondisi pra dan pasca kegiatan program pengabdian masyarakat

No Kondisi Semula

Perubahan

1

Dilakukan peer to peer antara koordinator BKM
dengan dengan Ketua Kelompok Swadaya
Mandiri (KSM)

Tidak ada Pengecekan para calon penerima
fasilitas pembiayaan baik validasi Data diri
maupun jumlah fasilitas yang diajukan

Tidak ada penguatan kelompok. Pencairan
berisi serah-terima uang
Dokumen ditandatangani
anggota menandatangai
tempat yang sama

Konsep Mono Gender

ketua KSM dan
secara indirect di

Dilakukan secara terbuka pada Center Meeting
yang dibuat oleh ketua Kelompok Swadaya
Mandiri (KSM)

Dilakukan pengecekan data diri calon penerima
fasilitas berikut jumlah nominal pengajuanya

Dilakukan penguatan kelompok dalam hal hak dan
kewajiban oleh ketua BKM dan ketua UPK-BKM
Wajib ditanda tangani secara langsung baik ketua
maupun anggota secara langsung ditempat yang
sama.

Bisa saling menggantikan antara anggota KSM
penerima fasilitas atau pun pasangan atau penjamin
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Gambar 4. Proses pendampingén 4perubahan pola peguliran dana

3. Pendampingan Penanganan Revitalisasi Perguliran Dana Macet

a. Rescheduling dan Reconditioning Pinjaman

Rescheduling pinjaman dilakukan dengan memberikan kebijakan perubahan jadwal
pembayaran kepada salah satu anggota KSM atau seluruh anggota dalam KSM. Hal tersebut
terjadi dikarenakan salah satu atau beberapa peminjam dalam Kelompok Swadaya Mandiri
(KSM) mengalami keterlambatan pembayaran karena sedang kesulitan. Sebagai solusi
diberikan kelonggaran tempo pembayaran angsuran sesuai dengan kebijakan BKM. Sedangkan
Reconditioning dilakukan dengan cara memberikan kelonggaran persyaratan pembayaran yang
harus dilaksanakan secara berkelompok dalam satu KSM bisa dilakukan secara bertahap sesuai
jumlah pembayaran dari anggota yang diterima.

' y : o
— ) |
| AA.' {
; |
25 e l

Gambar 5. Proses pendampingan revitalisasi perguliran macet

b. Restructuring dan Refinancing Pinjaman

Restructuring pinjaman dilakukan secara hati-hati ketika tingkat kemacetan dalam kondisi
kolektibilitas 5 dilakukan setelah melakukan komunikasi dengan KSM dan anggota yang
mengalami kemacetan. Model restructuring dilakukan dengan merubah komponen piutang
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yang belum terbayarkan kemudian merubah komponen angsuran dan tenor pinjaman. Tahapan
refinancing dilakukan dengan membiayai kembali kelompok pada wilayah-wilayah yang
mengalami kemacetan dalam perguliranya. Perguliran bisa dilakukan dengan merevitalisasi
kelompok eksisting, mengambil sebagian anggotanya atau merubah total susunan keanggotaan
dalam kelompok. Tahapan ini dilakukan dengan menyalurkan perguliran pada diwilayah-
wilayah yang mengalami kemacetan perguliran.

4. SIMPULAN

Meskipun milik masyarakat dan dana perguliran berasal dari dana hibah pemerintah tidak
selayaknya kalau BKM diperlakukan sembarangan dan dianggap sebagai bantuan habis pakai.
Akan lebih baik lagi jika eksistensinya dapat dijaga agar terus memberikan manfaat bagi
masyarakat disekitarnya. BKM tidak boleh hanya berpandangan dan fokus pada seberapa besar
keuntungan yang diperoleh, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan
dan pengentasan kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa penanganan risiko perguliran dana UPK-
BKM diwilayah Kecamatan pecangaan yang dilakukan dapat secara efektif mengurangi angka
NPL. Dikarenakan perguliran UPK-BKM dilakukan secara berkelompok dan tidak menggunakan
jaminan atau collateral maka penanganan sita aset tidak dapat dilakukan. Langkah yang kemudian
dilakukan adalah dengan langkah preventif berupa perubahan tata kelola risiko perguliran dana
melalui risk mapping dan penguatan SOP. Sedangkan langkah revitalisasi dilakukan dengan
metode Rescheduling, Reconditioning, Retructuring dan Refinancing.
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